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Perhimpunan penghulu dan pegawainya berpendapat bahwa penerapan hukum adat terhadap kewarisan menyalahi prinsip
kesucian kelanjutan kehidupan umat Islam. Sebab menurut hukum adat, anak yang tidak sah bahkan anak yang tidak
beragama Islam tetap mendapat warisan. Yang lebih parah lagi menurut mereka adalah bahwa hukum adat tidak bisa
menghasilkan keputusan yang sama kepada semua yang tersangkut perkara, karena masing-masing mereka mempunyai
hukum adat yang berlainan, bahkan ada yang telah kadaluarsa.Karena itu organisasi ini mengusulkan dan memprotes agar
hukum Islam dapat diberlakukan kembali bagi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam soal kewarisan. Departemen Agama
pada tanggal 3 Januari tahun 1946 membentuk kepengurusan peradilan agama sehingga kewenangan dialihkan dari
departemen kehakiman tentang keagamaan ke departeman agama. Anehnya perluasan ini seperti tidak ada artinya karena
excecutoir verklaard oleh pengadilan umum terhadap putusan pengadilan agama tetap saja dipertahankan, bahkan
pengadilan tinggi Bukit Tinggi pernah memutuskan bahwa penetapan mahkamah syari’ah mengenai kewarisan tidak ada
sangkut pautnya dengan penyelesaian mengenai harta pencaharian. Pengalihan wewenang ini menurut Daniel S. Lev tidak
membawa hasil yang maksimal. Karena terdapat beberapa bukti bahwa pengadilan umum tidak lebih tepat mengadili
perkara-perkara kewarisan umat Islam dibanding dengan pengadilan agama. Tidak pula dapat dibuktikan bahwa pengadilan
umum dapat dinyatakan lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai dengan kasus yang diajukan dari pada
pengadilan agama. Karena para hakim di pengadilan umumnya orang Belanda yang kurang memahami hukum adat secara
mendalam, sehingga dalam memberi keputusan sering diwarnai oleh sistem hukum Barat (Belanda). Hazairin berpendapat
bahwa keinginan pemerintah Hindia Belanda mengalihkan wewenang perkara kewarisan umat Islam ini ke pengadilan umum
tak terlepas dari usaha kolonialis itu untuk menyetop kegiatan para raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan
rakyatnya. Jika kegiatan ini terhenti, maka pengetahuan umat Islam, terutama kalangan bawah akan sulit memahami
bagaimana sebenarnya pembagian warisan secara Islam. Bahkan, kata Hazairin, mempelajari hukum waris Islam
membutuhkan waktu yang lama dan kecerdasan yang tinggi. Walaupun demikian hukum Islam itu tidak harus disandarkan
kepada teori resepsi, tetapi harus berlaku bagi semua orang Islam. Menurut Hazairin, kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi para pemeluknya, tidak perlu dicemaskan, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu. Karena
piagam Jakarta itu merupakan perjanjian antara sembilan tokoh yang representatif rakyat Indonesia, yang secara gotong-
royong antara semua aliran dan agama hendak mendirikan Pancasila dan secara gotong-royong pula membangunnya. Dalam
sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, rumusan pembukaan UUD 1945 yang tertuang
dalam Piagam Jakarta itu diubah, yang mana kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
itu dicoret dari pembukaan dan pasal 29 ayat 1. Kemudian Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi: “Presiden adalah orang
Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli’. Kalimat beragama Islamnya
dihilangkan. Melalui cara kompromi antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, akhirnya piagam Jakarta itu dapat
diterima secara bulat oleh sidang PPKI. Menurut Hazairin pula sampai hari kiamatpun orang Islam di Indonesia akan tetap
hidup dalam iman yang terpecah jika teori resepsi dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karenanya umat Islam harus hidup dengan
mengimani dan mengamalkan al-Qurãndan hukum Islam, bukanlah hukum adat. Hukum Islam bersumber dari ketetapan-
ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya. Hukum adat tidak dapat dan tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam. Hazairin

juga berkeinginan agar hukum pidana Islam juga dikodifikasikan dan karena itu harus dituangkan dalam bentuk pasal-pasal
pidana sebagaimana yang dianut dalam pasal 1 KUHP, “nullum delictum poena sine praevia lege poernali”, suatu rumusan
Latin yang comporm dengan norma al-Qurãn. Pada dasarnya jauh sebelum bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda rakyat
Indonesia telah mengenal dan menerapkan teori syahadah atau kredo. Penerapan teori syahadah di masyarakat Indonesia
tidak lain dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Teori kredo atau syahadah adalah teori yang mengharuskan



tidak lain dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam. Teori kredo atau syahadah adalah teori yang mengharuskan
pelaksanaan hukum Islam kepada mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari
pengucapan kredonya. Maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan
keberadaan Islam di Indonesia, oleh sebab itu ketika masyarakat menyatakan dirinya Islam dengan pengucapan syahadat,
secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam dalam kehidupannya. Menurut Juhaya.S Praja hukum Islam memiliki arti
besar bagi kehidupan para pemeluknya, karena hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur
kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan.
Putusan hukum yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku. Secara formal-yuridis
hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dengan masyarakat telah menjadi
hukum positif, misalnya hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum perwakapan. Jadi menurut beberapa teori di atas
mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka hukum yang diterapkanpun harus hukum Islam, bukan pada
hukum adat dan hukum barat. Kepatuhan ini dalam rangka menjaga keimanan umat Islam itu sendiri. Suku yang mayoritas
beragama Islam dan sebagai konsekwensinya harus tunduk dengan hukum Islam dalam rangka mengaktualkan dan menjaga
eksistensi hukum Islam.
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